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Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan 



Dasar Hukum 

 
1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 atas Keppres 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan 
Pembiayaan bagi UKM; 

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk 
KUR 

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per- 
30/PB/2015 tentang Pedoman Penggunaan Sistem 
Informasi Kredit Program 



System Flow SIKP 

Kementerian Teknis 

Pemerintah Daerah 

Bank 

Existing IT 
System 

SIKP 

SIKP Database 

Stakeholders 

1. Upload 
Calon Debitur 
Potensial 

2. Download 
Calon Debitur 
Potensial 

3. Upload Debitur 
dan Data Transaksi 

7. Monitoring/ 
Reporting 

Perusahaan 
Penjamin 

6. Pembayaran 
Subsidi 

5. Verifikasi 
Subsidi 
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Diperlukan peran aktif Kementerian Teknis c.q. 
Dinas dalam mengajukan calon debitur potensial 
dan melakukan pendampingan/monitoring atas 
kredit yang diterima atau calon yang belum 
berhasil mengakses kredit 

Monitoring dan reporting dapat dilakukan 
oleh seluruh pemangku kepentingan 
termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan  

KPA 

4. Tagihan Subsidi 

3a. Upload Data 
Sertifikat Penjaminan 
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Fitur & Layanan SIKP 

Manajemen Pengguna 

Manajemen Data 

Perhitungan Subsidi Bunga 

Pelaporan 

Pemantauan 



Topologi SIKP 
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Manajemen Data 

Perekaman, Perubahan, dan Penghapusan data referensi 

Pengunggahan data calon debitur 

Pengunggahan data akad kredit debitur 

Pengunggahan data transaksi debitur 

Pengunduhan data debitur 

Pemberitahuan hasil pengunggahan data 
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Administrator SIKP 

Pemilik Proses 
Bisnis 

Komite 
Kebijakan c.q. 
Kementerian 
Koordinator 

Bidang 

Perekonomian 

Penyedia dan 
Pemelihara Sistem 

DJPBN  

cq Dit. SITP 

Regulator Subsidi 

Kredit Program 

DJPBN  

cq Dit. SMI 
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Pengguna SIKP 

Kementerian 
Negara/Lembaga 
pelaksana teknis 

Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

Pemerintah 
Daerah 

KPA 
Penyalur KUR 

(Bank) 

Pihak lain yang 
ditentukan oleh 

Komite Kebijakan. 
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Pengguna SIKP 

Harus mempunyai usemame dan 
password. 

Username dan password diperoleh 
dengan cara mengajukan permohonan 

hak akses SIKP kepada Komite Kebijakan. 

Pengguna diberikan hak akses sesuai 
ketetapan Komite Kebijakan 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Mengunggah data calon debitur 

Mengunduh data calon debitur 

Mengunduh data debitur 

Mengunduh laporan penyaluran KUR mengakses 
data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan 

Kementerian 
Negara/Lembaga 
pelaksana teknis 

Pengguna Kementerian/Lembaga adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Mengakses data calon debitur 

Mengakses data debitur 

Mengakses data plafon penyaluran KUR 

Mengunduh laporan penyaluran KUR 

Mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan 

Kantor Wilayah 
Direktorat 
Jenderal 
Perbendaharaan 

Pengguna Kanwil DJPBN adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk 

Monitoring atas 
pelaksanaan KUR 
di wilayah kerja 

Kanwil 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Mengunggah data calon debitur 

Mengunduh data debitur 

Mengunduh laporan penyaluran KUR 

Mengakses data lain yang ditetapkan oleh 
Kebijakan 

Pemerintah 
Daerah 

Pengguna Pemerintah Daerah adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Pemerintah 
Daerah 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Mengunggah data calon debitur; 

Mengunggah data akad kredit debitur 

Mengunggah data transaksi kredit debitur 

Mengunduh data calon debitur 

Mengunduh data debitur 

Mengunduh data plafon penyaluran KUR 

Mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan 

Penyalur KUR 
(Bank) 

Pengguna Penyalur KUR adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Penyalur 
KUR (Bank) 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Penyalur 
KUR (Bank) 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Mengunduh data debitur 

Mengunduh data akad kredit debitur 

Mengunduh data transaksi 

Mengakses perhitungan subsidi 

Mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan 

Kuasa Pengguna 
Anggaran 

Pengguna Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk 



19 

HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Kuasa 
Pengguna 
Anggaran 
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HAK AKSES PENGGUNA SIKP 

Kuasa 
Pengguna 
Anggaran 
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DATA/ADK SIKP 

ADK 
Calon 

Debitur 
  

ADK 
Akad 
Kredit 

  ADIK 
Transaksi   

ADK 
Rekap 

Tagihan 
  

ADK 
Detil 

Tagihan 
  



Pengguna menyiapkan 
ADK (Calon Debitur, Akad 
dan Transaksi) 

Sistem Integration 
Test (SIT) User Acceptance 

Test (UAT) 

Perjanjian Kerja Sama  

• Dit SITP & Perbankan 

• Dit SITP dan KPA 
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Syarat Operasional 
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Validasi ADK 

• Panjang NIK harus 16 
digit (e-KTP) 

• NIK tidak boleh dobel 
(PK) 

• Kolom mandatory 
harus terisi 

• Kolom referensial 
tidak boleh diisi 
selain kode referensi 

• Format tanggal lahir 
yyyymmdd 

• no_akad tidak boleh 
dobel (PK) 

• NIK harus sudah ada 
di data debitur 

• kolom mandatory 
harus terisi 

• kolom referensial 
tidak boleh diisi 
selain kode referensi 

• format tanggal akad 
dan jatuh tempo 
yyyymmdd 

• no rekening harus 
sudah ada di data 
akad 

• format tanggal 
transaksi dan 
pelaporan 
yyyymmdd 
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Permasalahan Upload ADK BRI, BNI, Mandiri 

Format data masih belum sesuai ketentuan 

• Antara lain : penggunaan desimal, pengisian format tanggal 

Kolom referensial kadang berisi di luar yg disediakan 

• Antara lain : jnskelamin harusnya angka diisi huruf (M, F) 

Validitas data 

• Antara Lain : tanggal lahir tahun 1900 atau setelah tahun 2015 

Record data yg terpotong atau terbagi dua baris 

Jumlah kolom tidak sesuai format 
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